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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai kearifan lokal dalam kebijakan pemerintah daerah untuk 

pengembangan lahan perumahan di kabupaten Sleman, secara keseluruhan 

belum tercermin. Kebijakan yang ada belum bisa terealisasi dengan baik 

dalam kehidupan manusia sehingga berdampak pada ketidakseimbangan 

dalam perkembangan wilayah, persebaran penduduk serta peralihan fungsi 

lahan. Permasalahan terhadap kualitas hidup kota muncul akibat pengambil 

kebijakan yang mengabaikan karakteristik wilayah. 

2. Perwujudan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan lahan perumahan 

yang dilakukan oleh pengembang di kabupaten Sleman, belum terwujud. 

Pengembang tidak bertanggung jawab menuntaskan izin yang menjadi 

kewajibannya, sehingga konsumen harus ikut menanggungnya. Pengembang 

lari dari tanggung jawab, tidak bisa dihubungi dan kantornya tidak ada lagi 

atau tutup. Menjanjikan izin menyusul dan itu belum tentu terbit. Prosedur 

pembangunan berupa perizinan perumahan tidak lengkap, akibatnya IMB 

tidak dapat diterbitkan karena pengembang belum memenuhi syarat izin 

penggunaan tanah serta membangun fasilitas umum atau sosial. 
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B. Saran 

Adapun saran dari hasil penelitian dan pembahasan, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Kearifan lokal diperlukan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dan 

sebagai upaya untuk mengapresiasi nilai-nilai budaya yang selama ini sudah 

menjadi kebanggaan masyarakat Sleman. Menumbuhkembangkan minat dan 

hasrat generasi muda agar mencintai nilai kesenian, termasuk kekayaan 

budaya yang sudah ada. Dengan begitu harapan untuk mempertahankan 

eksistensi seni tradisi nenek moyang kita dapat menjadi kenyataan. 

Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya lokal dan regional dalam 

mendukung pembangunan yang bertumpu pada kekuatan dan identitas dan 

kearifan lokal dalam konteks pembangunan nasional dan global.  

2. Agar keseimbangan ekologi dapat tetap terjaga, maka perlu pemantauan 

penggunaan lahan, sehingga perubahan penggunaan lahan dari waktu ke waktu 

dapat terpantau. Dilakukan pemanfaatan lahan secara tertib dan efisien dengan 

penataan ruang dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman. 

Pembangunan perumahan dan permukiman harus mencerminkan perwujudan 

manusia seutuhnya dan peningkatan kualitas manusia meniadakan 

kecemburuan sosial dan secara positif menciptakan perumahan dan 

permukiman yang mencerminkan kesetiakawanan serta keakraban sosial. 

Diharapkan para pengembang tidak hanya mencari keuntungan tanpa 

kelengkapan legalitas perizinan sehingga pembeli tidak dirugikan baik secara 

material maupun immaterial. 
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